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ABSTRAK 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pemeriksaan perkara 
anak sebagai saksi tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana anak dan bagaimana 
kedudukan anak sebagai saksi tindak pidana 
dalam peradilan pidana anak di mana dengan 
menggunakan metode penelitian hukum 
normatif disimpulkan bahwa: 1. Pemeriksaan 
terhadap anak saksi tindak pidana menurut 
sistem peradilan pidana menegaskan anak 
berhak atas semua perlindungan dan hak yang 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, seperti upaya rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga 
maupun di luar lembaga. Jaminan keselamatan, 
baik fisik, mental, maupun sosial dan 
kemudahan dalam mendapatkan informasi 
mengenai perkembangan perkara. Hak Anak 
Saksi akan diatur dengan Peraturan Presiden 
dan berdasarkan pertimbangan atau saran 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial 
Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial 
atau Penyidik dapat merujuk Anak Saksi ke 
instansi atau lembaga yang menangani 
perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan 
sosial anak. Anak Saksi tindak pidana yang 
memerlukan dapat memperoleh perlindungan 
dari lembaga yang menangani perlindungan 
saksi dan korban atau rumah perlindungan 
sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 2. Kedudukan anak 
sebagai saksi tindak pidana dalam peradilan 
peradilan pidana anak, menjamin anak saksi 
tindak pidana perlu dibebaskan dari bentuk 
ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang 
menimbulkan akibat, baik langsung maupun 
tidak langsung, yang mengakibatkan anak saksi 
merasa takut berkenaan dengan pemberian 
kesaksiannya dalam suatu proses peradilan 
pidana. Keberhasilan suatu proses peradilan 
pidana anak sangat bergantung pada alat bukti 
yang berhasil diungkap atau ditemukan. 
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Keterangan saksi merupakan unsur yang sangat 
menentukan dalam proses peradilan pidana. 
Oleh karena itu perlu diciptakan iklim yang 
kondusif dengan cara memberikan 
perlindungan hukum dan keamanan kepada 
anak saksi tindak pidana yang mengetahui atau 
menemukan suatu hal yang dapat membantu 
mengungkap tindak pidana yang telah terjadi 
dan melaporkan hal tersebut kepada penegak 
hukum. 
Kata kunci: anak; sistem peradilan pidana anak; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, dalam Penjelasannya disebutkan, bahwa 
pertanggungjawaban orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan negara 
merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan secara terus-menerus demi 
terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian 
kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan 
terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual 
maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk 
mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang 
diharapkan sebagai penerus bangsa yang 
potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang 
dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, 
serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan 
persatuan bangsa dan negara. 
Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak 
berada dalam status saksi dan/atau korban 
sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga 
diatur dalam Undang-Undang ini.34 Peranan 
saksi dalam setiap persidangan perkara pidana 
sangat penting karena keterangan saksi dapat 
mempengaruhi dan menentukan 
kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi 
dianggap memiliki kemampuan yang dapat 
menentukan ke mana arah putusan hakim. Hal 
ini selalu mendapat perhatian yang sangat 
besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di 
dalam persidangan maupun oleh masyarakat 
pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah 
sepatutnya diberikan perlindungan hukum 
karena dalam mengungkap suatu tindak pidana 
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saksi secara sadar mengambil resiko dalam 
mengungkapkan kebenaran materil.5 
 
B.  RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana pemeriksaan perkara anak 
sebagai saksi tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana anak? 
2. Bagaimana kedudukan anak sebagai saksi 
tindak pidana dalam peradilan pidana 
anak? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Penyusunan skripsi menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif.  
 
PEMBAHASAN 
A. Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Saksi 
Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, mengatur mengenai Asas Dan Tujuan. 
Pasal 2: Penyelenggaraan perlindungan anak 
berasaskan Pancasila dan berlandaskan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip 
dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 
a. non diskriminasi; 
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 
dan perkembangan; dan 
d. penghargaan terhadap pendapat anak. 
Penjelasan Pasal 2: 
a. Asas perlindungan anak di sini sesuai 
dengan prinsip-prinsip pokok yang 
terkandung dalam Konvensi Hak-Hak 
Anak. 
b. Yang dimaksud dengan asas kepentingan 
yang terbaik bagi anak adalah bahwa 
dalam semua tindakan yang menyangkut 
anak yang dilakukan oleh pemerintah, 
masyarakat, badan legislatif, dan badan 
yudikatif, maka kepentingan yang terbaik 
bagi anak harus menjadi pertimbangan 
utama. 
c. Yang dimaksud dengan asas hak untuk 
hidup, kelangsungan hidup, dan 
perkembangan adalah hak asasi yang 
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paling mendasar bagi anak yang 
dilindungi oleh negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga, dan orang tua. 
d. Yang dimaksud dengan asas penghargaan 
terhadap pendapat anak adalah 
penghormatan atas hak-hak anak untuk 
berpartisipasi dan menyatakan 
pendapatnya dalam pengambil-an 
keputusan terutama jika menyangkut 
hal-hal yang mempengaruhi 
kehidupannya. 
Pasal 3: Perlindungan anak bertujuan untuk 
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia 
yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 
sejahtera. 
Pasal 20: Negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga, dan orang tua berkewajiban dan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak. 
Ada pola-pola yang biasa dipakai untuk 
menakut-nakuti para saksi yang melaporkan 
adanya kasus dugaan pidana. Pertama terlapor 
melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor. 
Ini adalah pola yang paling sering. Para terlapor 
biasanya melaporkan para saksi atau pelapor 
kepada pihak kepolisian dengan tuduhan 
pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan 
tidak menyenangkan. Kedua, terlapor 
melakukan upaya kekerasan fisik. Misalnya 
percobaan pembunuhan, penganiayaan sampai 
pembunuhan. Ketiga, terlapor sebagai pelaku 
tindak pidana melakukan upaya pemberhentian 
secara sepihak hubungan kerja yang ada, jika 
pelaku kejahatan dan saksi ada hubungan kerja. 
Keempat, terlapor melakukan teror dan 
intimidasi secara psikologis agar saksi tak 
mengungkap fakta-fakta yang diketahuinya. Tak 
jarang intimidasi dan teror ini mengakibatkan 
saksi mencabut laporan.6 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 
angka (4) menyatakan: “Ancaman adalah segala 
bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, 
baik langsung maupun tidak langsung, yang 
mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa 
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takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan 
dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu 
proses peradilan pidana”. 
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf (h) 
menyebutkan: Ketakutan Saksi dan Korban 
akan adanya balas dendam dari terdakwa 
cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu 
apabila seorang terpidana yang dihukum 
penjara akan dibebaskan. Huruf (i): Dalam 
berbagai kasus, terutama yang menyangkut 
kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat 
terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. 
Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban 
dapat diberi identitas baru. 
Penjelasan Pasal 5 ayat (2): Yang dimaksud 
dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, 
tindak pidana korupsi, tindak pidana 
narkotika/psikotropika, tindak pidana 
terorisme, dan tindak pidana lain yang 
mengakibatkan posisi Saksi dan Korban 
dihadapkan pada situasi yang sangat 
membahayakan jiwanya. Pasal 9 ayat (1): Yang 
dimaksud dengan “ancaman sangat besar” 
adalah ancaman yang menyebabkan Saksi 
dan/atau Korban tidak dapat memberikan 
kesaksiannya. 
Pengaturan hukum mengenai anak, saksi-
saksi tindak pidana diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Pasal 89: Anak Korban dan/atau Anak Saksi 
berhak atas semua perlindungan dan hak yang 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pasal 90 
(1) Selain hak yang telah diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, 
Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: 
a. upaya rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial, baik di dalam 
lembaga maupun di luar lembaga; 
b. jaminan keselamatan, baik fisik, 
mental, maupun sosial; dan 
c. kemudahan dalam mendapatkan 
informasi mengenai perkembangan 
perkara. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak 
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Presiden.  
Pasal 91 
(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja 
Sosial Profesional atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat 
merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak 
Saksi ke instansi atau lembaga yang 
menangani perlindungan anak atau 
lembaga kesejahteraan sosial anak. 
(2) Dalam hal Anak Korban memerlukan 
tindakan pertolongan segera, Penyidik, 
tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial 
Profesional, dapat langsung merujuk Anak 
Korban ke rumah sakit atau lembaga yang 
menangani perlindungan anak sesuai 
dengan kondisi Anak Korban. 
(3) Berdasarkan hasil Penelitian 
Kemasyarakatan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan dan laporan sosial dari 
Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, 
dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh 
rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan 
reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi 
yang menangani perlindungan anak. 
(4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang 
memerlukan perlindungan dapat 
memperoleh perlindungan dari lembaga 
yang menangani perlindungan saksi dan 
korban atau rumah perlindungan sosial 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Pasal 18: Dalam menangani perkara 
Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial 
Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan 
Advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya 
wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi 
Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan 
tetap terpelihara. 
Penjelasan Pasal 18, yang dimaksud dengan 
“pemberi bantuan hukum lainnya” adalah 
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas 
hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang 
Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan 
misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, 
ramah Anak, serta tidak menimbulkan 
ketakutan dan tekanan. 
Pasal 19: 
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(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau 
Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam 
pemberitaan di media cetak ataupun 
elektronik. 
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi nama Anak, nama Anak 
Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, 
alamat, wajah, dan hal lain yang dapat 
mengungkapkan jati diri Anak, Anak 
Korban, dan/atau Anak Saksi. 
Pasal 23: 
(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak 
wajib diberikan bantuan hukum dan 
didampingi oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan atau pendamping lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak 
Korban atau Anak Saksi wajib didampingi 
oleh orang tua dan/atau orang yang 
dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak 
Saksi, atau Pekerja Sosial. 
(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau 
terdakwa perkara yang sedang diperiksa, 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.  
Pasal 27: 
(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap 
perkara Anak, Penyidik wajib meminta 
pertimbangan atau saran dari Pembimbing 
Kemasyarakatan setelah tindak pidana 
dilaporkan atau diadukan. 
(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat 
meminta pertimbangan atau saran dari ahli 
pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh 
agama, Pekerja Sosial Profesional atau 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga 
ahli lainnya. 
(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan 
terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, 
Penyidik wajib meminta laporan sosial dari 
Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana 
dilaporkan atau diadukan. 
Pasal 58 
(1) Pada saat memeriksa Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat 
memerintahkan agar Anak dibawa keluar 
ruang sidang. 
(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, 
Advokad atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan 
tetap hadir. 
(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak 
Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan 
keterangan di depan sidang pengadilan, 
Hakim dapat memerintahkan Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi didengar 
keterangannya: 
a. di luar sidang pengadilan melalui 
perekaman elektronik yang dilakukan 
oleh Pembimbing Kemasyarakatan di 
daerah hukum setempat dengan 
dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut 
Umum dan Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya; atau  
b. melalui pemeriksaan langsung jarak 
jauh dengan alat komunikasi 
audiovisual dengan didampingi oleh 
orang tua/wali, pembimbing 
kemasyarakatan atau pendamping 
lainnya. 
Pasal 59: Sidang Anak dilanjutkan setelah 
Anak diberitahukan mengenai keterangan yang 
telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau 
Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang 
sidang pengadilan. 
Pasal 60 
(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim 
memberikan kesempatan kepada orang 
tua/Wali dan/atau pendamping untuk 
mengemukakan hal yang bermanfaat bagi 
Anak. 
(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi 
kesempatan oleh Hakim untuk 
menyampaikan pendapat tentang perkara 
yang bersangkutan. 
(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan 
penelitian kemasyarakatan dari 
Pembimbing Kemasyarakatan sebelum 
menjatuhkan putusan perkara. 
(4) Dalam hal laporan penelitian 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam 
putusan Hakim, putusan batal demi hukum.  
Pasal 61 
(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan 
dalam sidang yang terbuka untuk umum 
dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. 
(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau 
Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh 
media massa sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial 
tanpa gambar.  
Pasal 62 
(1) Pengadilan wajib memberikan petikan 
putusan pada hari putusan diucapkan 
kepada Anak atau Advokad atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. 
(2) Pengadilan wajib memberikan salinan 
putusan paling lama 5 (lima) hari sejak 
putusan diucapkan kepada Anak atau 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan 
Penuntut Umum. 
Pemeriksaan, ialah: “proses, cara perbuatan 
memeriksa suatu proses atau upaya 
penyelidikan; pengusutan perkara dan 
sebagainya.”7 Pemeriksaan perkara pidana 
yaitu; “kegiatan untuk mendapatkan 
keterangan, kejelasan dan keidentikan 
tersangka dan/atau saksi dan atau barang bukti 
maupun tentang unsur-unsur tindak pidana 
yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau 
peranan seseorang maupun barang bukti dalam 
tindak pidana tersebut menjadi jelas dan 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.8 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan 
Korban. Pasal 1 angka 6: Perlindungan adalah 
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada 
Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan 
oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini. 
Pasal 2: Undang-Undang ini memberikan 
perlindungan pada Saksi dan Korban dalam 
semua tahap proses peradilan pidana dalam 
lingkungan peradilan. Pasal 3: Perlindungan 
Saksi dan Korban berasaskan pada: 
a. penghargaan atas harkat dan martabat 
manusia; 
b. rasa aman; 
c. keadilan; 
d. tidak diskriminatif; dan 
e. kepastian hukum. 
Pasal 4: Perlindungan Saksi dan Korban 
bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi 
dan/atau Korban dalam memberikan 
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keterangan pada setiap proses peradilan 
pidana. 
Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban. 
Pasal 5:  
(1) Seorang Saksi dan Korban berhak: 
a. memperoleh perlindungan atas 
keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari Ancaman 
yang berkenaan dengan kesaksian yang 
akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. ikut serta dalam proses memilih dan 
menentukan bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan; 
c. memberikan keterangan tanpa 
tekanan; 
d. mendapat penerjemah; 
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan kasus; 
g. mendapatkan informasi mengenai 
putusan pengadilan;  
h. mengetahui dalam hal terpidana 
dibebaskan; 
i. mendapat identitas baru;  
j. mendapatkan tempat kediaman baru; 
k. memperoleh penggantian biaya 
transportasi sesuai dengan kebutuhan;  
l. mendapat nasihat hukum; dan/atau 
m. memperoleh bantuan biaya hidup 
sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada Saksi dan/atau Korban 
tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu 
sesuai dengan keputusan LPSK. 
Pasal 6: Korban dalam pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, selain berhak atas hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga 
berhak untuk mendapatkan: 
a. bantuan medis; dan 
b. bantuan rehabilitasi psikososial. 
Pasal 7:  
(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke 
pengadilan berupa: 
a. hak atas kompensasi dalam kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat; 
b. hak atas restitusi atau ganti kerugian 
yang menjadi tanggung jawab pelaku 
tindak pidana. 
(2) Keputusan mengenai kompensasi dan 
restitusi diberikan oleh pengadilan. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pemberian kompensasi dan restitusi diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan 
Korban diberikan sejak tahap penyelidikan 
dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
Pasal 9 
(1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya 
berada dalam Ancaman yang sangat besar, 
atas persetujuan hakim dapat memberikan 
kesaksian tanpa hadir langsung di 
pengadilan tempat perkara tersebut 
sedang diperiksa. 
(2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan 
kesaksiannya secara tertulis yang 
disampaikan di hadapan pejabat yang 
berwenang dan membubuhkan tanda 
tangannya pada berita acara yang memuat 
tentang kesaksian tersebut. 
(3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat pula 
didengar kesaksiannya secara langsung 
melalui sarana elektronik dengan 
didampingi oleh pejabat yang berwenang.  
Pasal 10 
(1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat 
dituntut secara hukum baik pidana maupun 
perdata atas laporan, kesaksian yang akan, 
sedang, atau telah diberikannya. 
(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam 
kasus yang sama tidak dapat dibebaskan 
dari tuntutan pidana apabila ia ternyata 
terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah, tetapi kesaksiannya dapat 
dijadikan pertimbangan hakim dalam 
meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, 
Korban, dan pelapor yang memberikan 
keterangan tidak dengan itikad baik. 
Pasal 1 angka (3): Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat 
LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan 
berwenang untuk memberikan perlindungan 
dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban 
sebagaimana diatur dalam undang-undang itu. 
Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Perlindungan dan Bantuan, diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Bagian Kesatu. 
Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan.  
Pasal 28: Perjanjian perlindungan LPSK 
terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
diberikan dengan mempertimbangkan syarat 
sebagai berikut:  
a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau 
Korban; 
b. tingkat ancaman yang membahayakan 
Saksi dan/atau Korban; 
c. hasil analisis tim medis atau psikolog 
terhadap Saksi dan/atau Korban; 
d. rekam jejak kejahatan yang pernah 
dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. 
Bagian Kedua. Tata Cara Pemberian 
Perlindungan. Pasal 29: Tata cara memperoleh 
perlindungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 sebagai berikut: 
a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, 
baik atas inisiatif sendiri maupun atas 
permintaan pejabat yang berwenang, 
mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada LPSK; 
b. LPSK segera melakukan pemeriksaan 
terhadap permohonan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; 
c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis 
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 
permohonan perlindungan diajukan. 
Pasal 30 ayat: 
(1) Dalam hal LPSK menerima permohonan 
Saksi dan/atau Korban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau 
Korban menandatangani pernyataan 
kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan 
perlindungan Saksi dan Korban. 
(2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan 
ketentuan perlindungan Saksi dan Korban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat: 
a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk 
memberikan kesaksian dalam proses 
peradilan; 
b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk 
menaati aturan yang berkenaan dengan 
keselamatannya; 
c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk 
tidak berhubungan dengan cara apapun 
dengan orang lain selain atas 
persetujuan LPSK, selama ia berada 
dalam perlindungan LPSK; 
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d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk 
tidak memberitahukan kepada siapa 
pun mengenai keberadaannya di 
bawah perlindungan LPSK; dan 
e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh 
LPSK. 
Pasal 31: LPSK wajib memberikan 
perlindungan sepenuhnya kepada Saksi 
dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak 
ditandatanganinya pernyataan kesediaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Pasal 
32 ayat: 
(1) Perlindungan atas keamanan Saksi 
dan/atau Korban hanya dapat dihentikan 
berdasarkan alasan: 
a. Saksi dan/atau Korban meminta agar 
perlindungan terhadapnya dihentikan 
dalam hal permohonan diajukan atas 
inisiatif sendiri; 
b. atas permintaan pejabat yang 
berwenang dalam hal permintaan 
perlindungan terhadap Saksi dan/atau 
Korban berdasarkan atas permintaan 
pejabat yang bersangkutan; 
c. Saksi dan/atau Korban melanggar 
ketentuan sebagaimana tertulis dalam 
perjanjian; atau 
d. LPSK berpendapat bahwa Saksi 
dan/atau Korban tidak lagi memerlukan 
perlindungan berdasarkan bukti-bukti 
yang meyakinkan. 
(2) Penghentian perlindungan keamanan 
seorang Saksi dan/atau Korban harus 
dilakukan secara tertulis. 
 
B.  Kedudukan Anak Sebagai Saksi Tindak 
Pidana Dalam Peradilan Pidana Anak 
Menurut Kamus Hukum, pengertian Saksi: 
orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian; 
orang yang memberikan penjelasan di dalam 
sidang pengadilan untuk kepentingan semua 
pihak yang terlibat di dalam perkara terutama 
terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat 
memberikan keterangan tentang segala 
sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami 
sendiri untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan peradilan mengenai suatu 
perkara.9 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
                                                 
9
 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka Cipta, 
Jakarta, 2009, hal. 415. 
Anak. Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi 
Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 
Saksi adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, Pasal 1 angka 12: Hak anak adalah bagian 
dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 
pemerintah daerah. 
Keberadaan saksi dalam mengungkap 
sebuah tindak pidana, sangat penting, karena 
dalam Pasal 184 KUHAP posisi keterangan saksi 
ada pada posisi yang pertama, sehingga bagi 
kalangan aparat penegak hukum dalam 
melakukan penyidikan perkara tindak pidana 
selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi 
sebagai alat bukti yang paling penting, oleh 
karena itu pentingnya keterangan saksi, maka 
sudah selayaknya seorang saksi mendapat 
perlakuan khusus.10 
Keberhasilan suatu proses peradilan pidana 
sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil 
dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya 
yang berkenaan dengan keterangan saksi dan 
korban. Tidak sedikit kasus yang kandas di 
tengah jalan oleh karena ketiadaan akurasi 
keterangan dan atau penjelasan dari korban 
atau saksi, sehingga kurang menopang tugas 
penegak hukum dalam proses peradilan. 
Dengan demikian keberadaan saksi dan korban 
juga merupakan suatu elemen yang kuat dan 
sangat menentukan dalam proses peradilan.11 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183: Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Pasal 184 
(1) Alat bukti yang sah ialah: 
                                                 
10
 Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, Op.Cit, hal. 
170. 
11
 Ibid, hal. 173 
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a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui 
tidak perlu dibuktikan. 
Penjelasan Pasal 184: Dalam acara 
pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup 
didukung satu alat bukti yang sah. 
Sebagaimana telah diketahui bahwa 
seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila 
perbuatannya itu mencocoki semua unsur 
tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-
pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi 
tuntutan normatif yang hams dipenuhi 
bilamana seseorang dapat dipersalahkan 
karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu 
perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki 
semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu 
unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak 
dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah 
tindak pidana yang dituduhkan kepada si 
pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal 
demi hukum. Praktiknya pandangan normatif 
tersebut dalam perkembangannya mengalami 
pergeseran di mana seseorang dapat 
dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana 
yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di 
dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang 
umumnya bersifat tidak tertulis.12 
Alat bukti ialah: “alat yang sudah ditentukan 
di dalam hukum formal, yang dapat digunakan 
sebagai pembuktian di dalam acara 
persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari 
ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan 
sebagai alat bukti yang sah. Contoh di dalam 
hukum pidana, secara formal diatur dalam 
Pasal 184 KUHAP.”13 
Alat bukti ialah: “segala apa yang menurut 
undang-undang dapat dipakai untuk 
membuktikan sesuatu.”14 
Alat bukti yang sah, (wettwlijk bewijsmiddel) 
(KUHAP: 184) ialah: “alat bukti yang diatur oleh 
undang-undang dan terdiri atas (1) keterangan 
                                                 
12
 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-1. 
Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 166. 
13
 Anonim, Kamus Hukum, Op.Cit, hal. 19. 
14
 C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng 
dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, 
Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, 
Jakarta, 2010, hal. 290-291. 
saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) 
petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.”15 
Alat bukti, (bewijsmiddel, evidence) (KUHAP: 
184), ialah: “keterangan atau surat atau benda 
yang dipergunakan di sidang pengadilan untuk 
membuktikan bahwa delik benar terjadi dan 
terdakwa benar terbukti dan bersalah 
melakukannya. Tiap negara mempunyai 
susunan alat bukti berbeda, misalnya Thailand 
dan Amerika Serikat menyebut real evidence 
atau material evidence atau physical evidence 
yang di Indonesia sering disebut barang 
bukti.”16 
Hukum pembuktian merupakan seperangkat 
kaidah hukum yang mengatur tentang 
pembuktian, yakni segala proses, dengan 
menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan 
dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur 
khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di 
persidangan, sistem yang dianut dalam 
pembuktian, syarat-syarat dan tata cara 
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan 
hakim untuk menerima, menolak, dan menilai 
suatu pembuktian.17 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
dijelaskan bahwa Keberhasilan suatu proses 
peradilan pidana sangat bergantung pada alat 
bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. 
Dalam proses persidangan, terutama yang 
berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang 
tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang 
dapat mendukung tugas penegak hukum. 
Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan 
unsur yang sangat menentukan dalam proses 
peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban 
dalam proses peradilan pidana selama ini 
kurang mendapat perhatian masyarakat dan 
penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak 
terungkap dan tidak terselesaikan banyak 
disebabkan oleh Saksi dan Korban takut 
memberikan kesaksian kepada penegak hukum 
karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. 
Dalam rangka menumbuhkan partisipasi 
masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, 
                                                 
15
 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, 




 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, 
Perdata dan Korupsi di Indonesia, (Editor) Andriansyah, 
Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal. 21 
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perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan 
cara memberikan perlindungan hukum dan 
keamanan kepada setiap orang yang 
mengetahui atau menemukan suatu hal yang 
dapat membantu mengungkap tindak pidana 
yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut 
kepada penegak hukum. 
Pelapor yang demikian itu harus diberi 
perlindungan hukum dan keamanan yang 
memadai atas laporannya, sehingga ia tidak 
merasa terancam atau terintimidasi baik hak 
maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan 
hukum dan keamanan tersebut, diharapkan 
tercipta suatu keadaan yang memungkinkan 
masyarakat tidak lagi merasa takut untuk 
melaporkan suatu tindak pidana yang 
diketahuinya kepada penegak hukum, karena 
khawatir atau takut jiwanya terancam oleh 
pihak tertentu.18 
Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa; 
ancaman akan ditembak, diancam akan 
dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan 
ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain 
sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini 
biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang 
melihat atau bila korban segera melapor dan 
diperiksakan ke ahli/psikiater maka psikiater 
dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban 
pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini ahli 
atau psikiater akan lebih mudah 
mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam 
hal setelah kejadian korban segera melapor 
atau meminta bantuan.19 Adapun Kekerasan 
terhadap anak adalah: “setiap perbuatan yang 
ditujukan pada anak yang berakibat 
kesengsaraan dan penderitaan baik fisik 
maupun psikis, baik yang terjadi di depan 
umum atau dalam kehidupan pribadi.”20 
Dari uraian tersebut dapatlah diketahui 
bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa 
tindakan fisik, melainkan juga perbuatan 
nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa 
dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat 
                                                 
18
 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. 
19
 Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan 
Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi 
Manusia), PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung, 
201l, hal. 111. 
20
 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (KDRT), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 
2010, hal. 60. 
dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan 
nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung 
menyinggung hati nurani atau perasaan 
seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan 
hati seseorang, karena antara seseorang 
dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah 
tersinggung (mempunyai sifat perasa) ada yang 
berusaha mendiamkan saja menerima kata-
kata atau sikap yang tidak etis.21 
 
PENUTUP 
A.  KESIMPULAN 
1. Pemeriksaan terhadap anak saksi tindak 
pidana menurut sistem peradilan pidana 
menegaskan anak berhak atas semua 
perlindungan dan hak yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
seperti upaya rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga 
maupun di luar lembaga. Jaminan 
keselamatan, baik fisik, mental, maupun 
sosial dan kemudahan dalam mendapatkan 
informasi mengenai perkembangan 
perkara. Hak Anak Saksi akan diatur dengan 
Peraturan Presiden dan berdasarkan 
pertimbangan atau saran Pembimbing 
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional 
atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau 
Penyidik dapat merujuk Anak Saksi ke 
instansi atau lembaga yang menangani 
perlindungan anak atau lembaga 
kesejahteraan sosial anak. Anak Saksi 
tindak pidana yang memerlukan dapat 
memperoleh perlindungan dari lembaga 
yang menangani perlindungan saksi dan 
korban atau rumah perlindungan sosial 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Kedudukan anak sebagai saksi tindak 
pidana dalam peradilan peradilan pidana 
anak, menjamin anak saksi tindak pidana 
perlu dibebaskan dari bentuk ancaman 
yakni segala bentuk perbuatan yang 
menimbulkan akibat, baik langsung 
maupun tidak langsung, yang 
mengakibatkan anak saksi merasa takut 
berkenaan dengan pemberian kesaksiannya 
dalam suatu proses peradilan pidana. 
Keberhasilan suatu proses peradilan pidana 
anak sangat bergantung pada alat bukti 
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 Ibid, hal 60. 
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yang berhasil diungkap atau ditemukan. 
Keterangan saksi merupakan unsur yang 
sangat menentukan dalam proses peradilan 
pidana. Oleh karena itu perlu diciptakan 
iklim yang kondusif dengan cara 
memberikan perlindungan hukum dan 
keamanan kepada anak saksi tindak pidana 
yang mengetahui atau menemukan suatu 
hal yang dapat membantu mengungkap 
tindak pidana yang telah terjadi dan 
melaporkan hal tersebut kepada penegak 
hukum. 
B.  SARAN 
1. Pemeriksaan anak saksi tindak pidana 
menurut sistem peradilan memerlukan 
dukungan tenaga-tenaga professional yang 
perlu disiapkan oleh pemerintah, seperti 
Petugas Kemasyarakatan, yang terdiri dari 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja 
Sosial Profesional atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial atau Penyidik 
termasuk lembaga yang menangani 
perlindungan anak saksi tindak pidana. 
2. Status anak sebagai saksi tindak pidana 
menurut sistem peradilan pidana anak 
memerlukan perhatian dan penanganan 
oleh pemerintah berkaitan dengan 
peningkatan sarana jaminan keselamatan, 
baik fisik, mental, maupun sosial dan 
kemudahan dalam mendapatkan informasi 
mengenai perkembangan perkara termasuk 
melakukan kerjasama dengan instansi atau 
lembaga yang menangani perlindungan 
anak saksi tindak pidana untuk pemulihan 
kondisi psikis agar bebas dari rasa takut dan 
cemas selama memberikan keterangan 
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